PERMAKANAN TARUNA & DIKLAT
· Permakanan taruna : Dari hasil evaluasi secara dokumen tidak ada yang memenuhi syarat, untuk permakanan ada kekurangan di dokumen peralatan dan tenaga teknis.
Permakanan taruna : CV Naritha dan CV Citra.
CV Naritha : Peralatan yang disampaikan bukti kepemilikan An badan usaha lain tanpa adanya kontrak sewa dan Tenaga 2 orang tidak sampaikan ijazah (untuk Permakanan taruna dan diklat free entry).
CV Naritha melihat lokasi workshop, personil dan juga peralatan sepertinya sama dengan idea catering namun yang menjadi catatan, mereka adalah badan usaha yang terpisah, jika memang ada kerja sama harusnya ada minimal KSO atau untuk peralatan ada kontrak sewa.
Untuk tenaga bbrp orang (sekitar 40%) adalah personil yang pernah ditawarkan oleh pihak idea di paket permakanan tahun ini, namun dalam daftar personil yang disampaikan dalam penawaran paket ini disebutkan bahwa mereka adalah personil tenaga tetap CV Naritha.
Agak ganjil dan secara administrasi tidak diperbolehkan. Kalau memang nanti pake nama 2 yang sama jangan disebutkan status pegawai mereka tsb. Kalau disebutkan sebagai tenaga tetap sedangkan pernah ditawarkan dalam paket lain yang mungkin sedang berjalan dan dalam paket yang sudah berjalan juga sebagai tenaga tetap tidak bisa.
Untuk peralatan jika milik sendiri maka bukti kepemilikan harusnya atas nama CV tersebut atau nama direktur. Jika atas nama badan usaha lain maka sebaiknya dilengkapi kontrak sewa. 
Mengingat bentuk badan usaha adalah CV maka kepemilikan peralatan atas nama badan usaha atau nama direktur. Selain itu tidak bisa diterima sebagai milik sendiri.
Jika badan usaha bentuk PT harus atas nama PT tersebut, peralatan atas nama Direktur PT tidak bisa diterima sesuai UU badan usaha.

CV Citra : KSWP tidak disampaikan, untuk personil tenaga teknis, 1 orang ijazah STM Teknik Mesin, dalam persyaratan SMK tata boga. Sebenarnya untuk personil itu ada menyampaikan sertifikat kursus tata boga, tp karena dalam KAK tidak ada ketentuan kemudahan atau sertifikat seperti itu diterima atau tidak jadi kami sepakat untuk di gugurkan Personil yang bersangkutan.






LAUNDRY
· Paket laundry sudah pembukaan dokumen, hasil dri evuasi kualifikasi dan sesuai surat lkpp tidak ada yg  memenuhi syarat dan harus dilakukan tender ulang.
· Kekurangan dokumen: ada di dokumen kswp, sesuai surat lkpp ke biro lppbmn wajib ada, Kswp itu status wajib pajak pak.
· Dikarenakan dalam spse blm mengakomodir status wajib pajak maka kepada peserta wajib mengunggah tangkapan layar status kswp di menu djp online mereka ke spse sebagai persyaratan kualifikasi.
· Dalam dokumen kami sdh di masukkan di ldk, KSWP = Keterangan Status Wajib Pajak, Didalamnya menerangkan bahwa dalam 2 th terakhir pelaku usaha telah melaporkan SPT nya dengan kondisi valid.

